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KEPALA DESA SAWOCANGKRING 

KECAMATAN WONOAYU, KABUPATEN SIDOARJO 

 

PERATURAN DESA SAWOCANGKRING 

NOMOR 2 TAHUN 2025 

 

T E N T A N G 

 

MAKAM DAN PEMAKAMAN DESA SAWOCANGKRING 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA SAWOCANGKRING 

 

 

Menimbang : a.   Bahwa tanah makam yang ada di desa Sawocangkring adalah 

merupakan Aset Desa / Tanah Kas Desa yang peruntukannya 

untuk makam dan pemakaman. 

b.  Bahwa tanah makam yang dimaksud pada huruf a konsideran 

menimbang sudah masuk dalam Peraturan Desa 

Sawocangkring Nomor 8 tahun 2020 tentang jenis dan rincian 

Aset Desa  

c.  Bahwa berdasarkan huruf a dan b konsideran menimbang perlu 

menata makam dan pemakaman desa dengan menetapkan 

Peraturan Desa Sawocangkring Tentang makam dan 

pemakaman. 

 



 

 

 
                                                     

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Ripublik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesaia Nomor 5234);  

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesesia Nomor 

5495);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesaia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negaara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);   

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang 

Penyediaan penggunaan tanah untuk keperluan tempat 

pemakaman 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknik Peraturan di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul 

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 158); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2014 

Penyediaan, Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana, 

Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Kawasan 



 

 

 
                                                     

 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

Badan Permusyawaratan Desa Sawocangkring 

Dan 

Kepala Desa Sawocangkring 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN DESA SAWOCANGKRING TENTANG MAKAM DAN     

PEMAKAMAN DI DESA SAWOCANGKRING 

 

 

 

 

 

 

 

Pemukiman, Kawasan Industri, dan Kawasan 

Perdagangan/Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 61) 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 56); 

11. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo 

(Berita Daerah Kabupaten Sidoaarjo Tahun 2015 Nomor 13); 

12. Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Desa. ( Lembar daerah 

kabupaten sidoarjo tahun 2019 nomor 1 seri B); 

13. Peraturan Desa Sawocangkring  Nomor 8 Tahun 2020 

Tentang Jenis dan rincian Aset Desa Sawocangkring 

(Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2020 Nomor 8 

14.  Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2019 Tentang           

Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Sawocangkring  

Tahun    2019 Nomor 4) 

15. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 2 Tahun 2023 Tentang 

Perubahan atas  Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 7 

Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 

Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2023 Nomor 13 

 



 

 

 
                                                     

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal  1 

 

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

1. Desa adalah Desa Sawocangkring  Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. 

2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sawocangkring 

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa Sawocangkring 

4. Warga Desa adalah Warga Desa Sawocangkring yang sudah tercatat di Kartu Keluarga 

(KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah mitra pemerintah 

desa  yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang  

berkedudukan di Desa Sawocangkring 

6. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa 

setelah dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

7. Makam adalah  Tanah Aset Desa / Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pemakaman 

8. Tempat pemakaman adalah Aset Desa  / Tanah Kas Desa yang disediakan untuk keperluan 

pemakaman jenazah bagi warga desa Sawocangkring 

9. Jenazah adalah orang yang telah meninggal dunia 

10. Pengelolah makam adalah Pemerintah Desa yang kewenangannya dapat didelegasikan 

kepada pengurus makam 

11. Pengurus makam adalah pengurus RW yang ditetapkan oleh kepala desa dengan Surat 

Keputusan Kepala Desa sebagai Pengurus makam 

12. Juru kunci makam adalah seseorang yang ditunjuk dalam musyawarah tingkat RW yang 

bertugas untuk menjaga, memelihara, dan merawat makam serta membantu penggalian 

liang  kubur dalam proses pemakaman; 

13. Kijing atau Ris adalah suatu bentuk bangunan yang dibangun dan atau diletakkan diatas 

makam selain Nisan 

 

 

BAB  II 

STATUS MAKAM DESA 

  

Pasal  2 

 

Makam yang ada di Desa Sawocangkring berstatus sebagai Makam Islam Desa 

Sawocangkring,  merupakan  Aset Desa / Tanah Kas Desa berdasarkan Perdes Nomor 8 tahun 

2020 Tentang Jenis dan Rincian Aset Desa 

 

Pasal  3 

 

Makam  Desa Sawocangkring  terdiri dari : 

1. Makam  Islam Dusun Sawo   : terletak di wilayah RT 003 RW 001 



 

 

 
                                                     

2. Makam Islam Dusun Cangkring  : terletak di wilayah RT 007 RW 002 

3. Makam Islam Dusun Lumbang (Timur) : Terletak di wilayah RT 015 RW 003 

4. Makam Islam Dusun Lumbang (Barat) : Terletak di wilayah RT 017 RW 003 

 

  

BAB III 

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN 

 

Pasal  4 

 

1. Makam Desa Sawocangkring sebagaimana dimaksud  pada pasal 3 diperuntukkan bagi 

warga Desa Sawocangkring yang beragama Islam 

2. Bagi warga Desa Sawocangkring yang Non Muslim tidak diperbolekan dimakamkan di 

makam Islam Desa Sawocangkring. 

3. Bagi warga yang berdomisili di Desa Sawocangkring meninggal dunia dan belum ber KTP 

Desa Sawocangkring, tetapi memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan warga Desa 

Sawocangkring maka bisa dimakamkan di makam Desa Sawocangkring dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Warga yang meninggal dunia beragama Islam 

b. Biaya pemakaman ditanggung oleh keluarga yang meninggal 

c. Memberikan Kompensasi kepada pengurus makam  

d. Besaran kompensasi sebagaimana huruf c diputuskan dalam Musyawarah 

tingkat RW dan dituangkan dalam Berita Acara 

e. Pengurus makam melaporkan hasil kompensasi sebagaimana huruf d kepada 

warga melalui musyawarah tingkat RW  dan memberikan laporan tembusan 

kepada Pemerintah Desa setiap akhir tahun  

f. Laporan sebagaimana dimaksud huruf e diberikan secara tertulis  

4. Bagi warga asli Desa Sawocangkring, tetapi sudah pindah ke desa lain / dan ber KTP desa 

lain, masih bisa dimakamkan di makam Desa Sawocangkring dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Atas permintaan  keluarga yang meninggal 

b. Yang meninggal beragama Islam 

c. Biaya pemakaman ditanggung oleh keluarga yang meninggal 

d. Memberikan Kompensasi kepada pengurus makam  

e. Besaran kompensasi sebagaimana huruf d diputuskan dalam Musyawarah 

tingkat RW dan dituangkan dalam Berita Acara 

f. Pengurus makam melaporkan hasil kompensasi sebagaimana huruf e kepada 

warga melalui musyawarah tingkat RW dan memberikan tembusan laporan 

kepada Pemerintah Desa setiap akhir tahun 

g. Laporan sebagaimana dimaksud huruf f diberikan secara tertulis  

5. Yang dimaksud warga desa Sawocangkring dapat dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) 

atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

 



 

 

 
                                                     

 

BAB IV 

PENGELOLAAN MAKAM 

 

Pasal  5 

 

1. Makam adalah Tanah Aset Desa / Tanah Kas Desa, sehingga pengelolaannya adalah 

kewenangan Pemerintah Desa 

2. Pemerintah Desa dapat melimpahkan kewenangannya dalam mengelola makam 

sebagaimana dimaksut ayat 1 kepada pengurus makam 

3. Pengurus makam adalah Pengurus RW, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa 

sebagai pengurus makam 

 

Pasal 6 

 

1. Untuk menjaga, merawat kebersihan makam  Desa Sawocangkring, perlu mengangkat  

juru kunci makam. 

2. Juru kunci makam sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih berdasarkan hasil musyawarah 

tingkat RW untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa. 

3. Juru kunci makam sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala 

Desa. 

4. Juru kunci makam bertugas :  

a. Merawat dan membersihkan makam; 

b. Membantu dan mempersiapkan proses pemakaman 

c. Menjaga keamanan lokasi pemakaman bersama masyarakat. 

5. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (4) juru kunci makam diberikan 

honorarium oleh pengurus makam, yang dananya bersumber dari dana iuran warga yang 

dikelola oleh pengurus makam 

6. Masa bhakti juru kunci makam 5 (lima) tahun  

7. Setelah berakhir masa bhaktinya sebagaimana ayat 6 pengurus makam melakukan 

musyawarah kembali untuk menentukan juru kunci makam 

8. Juru kunci makam dapat dipilih kembali tanpa adanya batasan periodeisasi 

 

Pasal 7 

1. Juru kunci makam yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebelum masa bhaktinya 

berakhir sebagaimana pasal 6 ayat 6, maka pengurus makam dapat melaksanakan 

musyawarah tingkat RW untuk menentukan juru kunci makam yang baru. 

2. Juru kunci makam yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana ayat 1 

dikarenakan :  

a. Meninggal dunia 

b. Sakit  

c. Diberhentikan  

d. Mengundurkan diri 



 

 

 
                                                     

BAB V 

HAK DAN KEWAJIBAN 

 

Pasal  8 

 

1.  Setiap warga Desa Sawocangkring  berhak mendapatkan pelayanan pemakaman yang 

sama di Makam Islam Desa Sawocangkring  sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada pasal 4.  

2.    Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah   sarana  prasarana 

proses pemakaman. 

3.    Sarana prasarana proses pemakaman sebagaimana ayat 2 meliputi : 

a. Kain kafan 

b. Nisan 

c. Papan kayu 

d. Galian liang kubur 

e. Pemulasaran jenazah 

 

Pasal  9 

 

1. Setiap kepala keluarga Desa Sawocangkring berkewajiban membayar iuran untuk 

keperluan makam kepada pengurus makam, besaran iuran ditentukan dalam musyawarah 

tingkat RW 

2. Pengurus makam melaporkan hasil iuran warga  sebagaimana ayat 1 kepada warga 

melalui musyawarah tingkat RW dan memberikan tembusan laporan kepada Pemerintah 

Desa setiap akhir tahun 

3. Laporan sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan secara tertulis  

 

 

 

 

BAB VI 

LARANGAN 

 

Pasal  10 

 

Setiap orang dilarang; 

a. Mendirikan bangunan permanen diatas pusara (kuburan) seperti memasang ris atau 

mengkijing; 

b. Memasang nisan kotak 

c. Menanam pohon diatas kuburan selain pohon kamboja 

d. Memakamkan keluarganya yang meninggal di luar makam (dipekarangan) 

e. Melakukan ritual yang menyimpang dari ketentuan agama 
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